
Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara {Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Menimbang a. bahwa dalam upaya peningkatan dan pelayanan pembinaan 
pengelolaan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian 
terhadap besaran honorarium anggota Tim Pembinaan 
Pengelolaan Keuangan Daerah / Penatausahaan dan 
Pengendalian Belanja Daerah; 

b. bahwa dalam rangka memberikan penghargaan bagi 
inovator yang telah meraih top 45 dan top 99 serta 
memotivasi bagi tumbuh kembang inovasi pelayanan pu blik 
di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjarnegara perlu 
diberikan penghargaan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati 
Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2018 tentang Standarisasi 
Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan 
Pengadaan Barang/ Jasa Kegiatan Pemerin tab Ka bu paten 
Banjarnegara Tahun Anggaran 2019; 

BUPATI BANJARNEGARA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA 
NOMOR 72 TAHUN 2018 TENTANG STANDARISASI INDEK 
BIAYA HONORARIUM KEGIATAN, BIAYA PEMELIHARAAN 

DAN PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN 
BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2019 

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA 
NOMOR f:o TAHUN 2019 

BUPATIBANJARNEGARA 
PROVINSI JAWA TENGAH 

- ... 

TENT ANG 



4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049 );

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali  terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan dan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali  terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 20l9 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5533);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 155);

17. Peraturan  Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang  Pedoman Pengelolaan Barang Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7);

21. Peraturan  Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 20
Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah  (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah
Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 248);



22. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2018
tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan,
Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Jasa
Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun
Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2018 Nomor 72) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 19
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2018 tentang
Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya
Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Jasa Kegiatan
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran
2019 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
2019 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA NOMOR 72 TAHUN
2018 TENTANG STANDARISASI INDEK BIAYA HONORARIUM
KEGIATAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN
BARANG/JASA KEGIATAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal I

Ketentuan Lampiran I  dan Lampiran II Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor
72 Tahun 2018 tentang Standarisasi Indek Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya
Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten
Banjarnegara Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2018 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2018 tentang Standarisasi Indek Biaya
Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang Jasa
Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2019 (Berita
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 19) diubah dan ditambah
dengan perincian sebagai berikut :
a. I A.10. Penghargaan dan Hadiah ditambah perincian baru yakni

Kompetensi Pelayanan Publik; dan
b. Honorarium Pengelola Teknis Khusus. 3. Pengelolaan, Keuangan dan aset

Tim Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah/Penatausahaan dan
Pengendalian Belanja Daerah;

sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2019 NOMOR ~o 

TARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA 

Diundangkan di Banjarnegara 
pada tanggal g1 - to - ?e>l~ 

BUDHI SARWONO 

BUPATIBANJARNEGARA, 

~1 ... 

Ditetapkan di Banjamegara 
pada tanggal 3l -tci- ~I<:; 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 
Banjamegara. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal ll 



BTJDHI SARWONO 

KODE KEGIATAN PERJNCIAN PEKERJMN SATUAN I-IARGA 

5 k)3 03 02 Tim Pembinaan Pengelolaan Keuangan 
Daerah/Penatausahaan dan 
Penzendalian Belania Daerah 
Anggota 0/B 500.000 

Sesudah 

KODE KEGIATAN PERINCIAN PEKERJMN SATUAN HAR GA 

5 03 03 02 Tim Pembinaan Pengelolaan Keuangan 
Dae rah/ Penatausahaan dan 
Penaendalian Belania Daerah 
Anggota Bidang Perbendaharaan dan 0/8 500.000 
Kasda 
Anggota Bidang Anggaran 0/B 300.000 

1. PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET 
Sebelum 

iava ezia 

KODE KEGIATAN PERINCIAN PEKERJAAN SATUAN HAR GA 

5 2 * Biaya Kegiatan 
5 2 3 .. * Penghargaaan dan Hadiah 
5 2 04 .. * * Kompetisi lnovasi Pelayanan Publik 3 

Ttnzkat Nasional : 
TOP 45 Inovasi Pelavanan Pu blik OK 6.000.000 
TOP 99 lnovasi Pelayanan Pu blik OK 3.000.000 

I. BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM 
I A B. K . tan 

STANDARISAS1 INDEK 
BIAYA HONORARIUM KEGIATAN1 BlAYA PEMELIHARAAN 

DAN PENGADAAN BARANG/JASA KEGIATAN PEMERJNTAH KABUPATEN 
BANJARNEGARA TAHON ANGGARAN 2019 

LAMPI RAN 
PERATURANBUPATIBANJARNEGARA 
NO MOR ~O TAHUN 2019 
TENT ANG 
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI 
BANJARNEGARA NOMOR 72 TAHUN 2018 
TENTANG STANDARJSASI INDEK BIAYA 
HONORARIUM KEGIATAN, BIAYA 
PEMELIHARAAN DAN PENGADAAN 
BARANG/JASA KEGIATAN PEMERINTAH 
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 
ANGGARAN 2019 

:::,,,, 

BUPATTBANJARNEGARA 

~ ... 


